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Pangkat/Gol.Ruang : Penata (llifc)
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"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA
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dalam rangka penyusunan Tesis Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja
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Demikian Surat Keterangan ini diterbitkan dan ditanda tangam untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

Makassar, 24 Mei 2023
Dinar Wisesa Mahakarya

144



"4  PT. Mitra Duta Mahakarya

| 4 BTN Mangos Tige e 51725, Kl Peceerabhong, Doye - Muokassar %081, Teiepon { Q8253872 2601
Frmail : pilradutamah Al

Nomor COTUSKTMP/MDM/V/2023

Lampiran 1 (Berkas)

Perihal : Surat Keterangan Telah Mclakukan Penelitian

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darwis S,

Jabatan : Direktur

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Akbar

Nomor Pokok : B012212057

Program Studi : Magister limu Hukum (S2)

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah selesai melakukan penclitian di perusahaan kami PT. Mitra Duta Mahakaryn untuk
memperoleh data dalam rungka penyusunan Tesis Penclitian yang berjudul “Perlindungun
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